
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang

mengatur segala aktivitas dan tingkah laku manusia atau masyarakat. Sebagai

negara hukum, Indonesia harus semaksimal mungkin melakukan penegakan

hukum mulai dari kejahatan yang ringan hingga terberat sekalipun. Indonesia

sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang

ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya, karena hukum itu

sendiri bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan

menciptakan ketertiban keseimbangan. Tercapainya ketertiban diharapkan

kepentingan manusia akan terlindungi1. Sebagai warga negara harus

menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan

berdasarkan kekuasaan, sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa

dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku, apabila pemerintah dan semua warga

negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka

perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata dan apabila aturan

hukum berjalan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal

bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Hukum akan diberikan kepada

siapapun yang melanggar suatu aturan tanpa terkecuali. Tanpa adanya hukum

yang tegas, maka kejahatan akan terus bertambah.

1 Petrus Soerjowinoto, 2017, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Semarang: Universitas Katolik
Soegijapranata, hlm. 50.
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Kejahatan itu sendiri merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang

merugikan orang lain dan melawan aturan hukum. Secara teknis yuridis,

istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjukan perbuatan-perbuatan

yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana2. Kejahatan dapat

timbul kapan saja dan dimana saja, maka wajar jika masyarakat berupaya

untuk melakukan pencegahan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dan

hampir setiap masyarakat dihadapkan pada pemberitaan yang menyangkut

kriminalitas. Tingginya tingkat kriminalitas perlu adanya penegakan hukum

yang tegas untuk mencegah kenaikan angka kriminalitas. Hukum pidana

harus digunakan untuk menanggulangi serta memberantas kriminalitas.

Hukum Pidana harus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara

untuk memberantasnya. Timbulnya tugas baru dari hukum pidana itu, maka

tumbuh pula ilmu pengetahuan baru dengan mempelajari sebab-sebab

timbulnya kejahatan dan cara untuk memberantasnya, kriminologi dapat

memberikan bahan-bahan kepada Hukum Pidana. Bahan-bahan tersebut

diperlukan untuk menyesuaikan Hukum Pidana dengan kebutuhan

masyarakat dalam memberantas kejahatan. Banyak orang setuju bahwa

kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman

oleh negara. Pada zaman yang serba modern, konsep ini menjadi perdebatan,

misalnya kejahatan kerah putih atau white collar crime yang merupakan

kejahatan yang erat hubungannya dengan keperdataan, namun tidak lepas dari

hukum pidana3.

3 Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, Kriminologi, Yogyakarta:
Deepublish, hlm. 4-5.

2 I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 27.
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Greenberg dalam bukunya Crime and Capitalism berpendapat

bahwasannya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan

terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan dapat dikatakan sebagai

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bonger membagi kriminologi dibagi

menjadi:

1. Criminele Anthropologie

Merupakan ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya

kejahatan (penjahat).

2. Criminele Sociologie

Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu

gejala masyarakat. Ilmu pengetahuan ini lebih membahas mengenai

sebab-sebab kejahatan yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana

cara-cara untuk memberantas kejahatan.

3. Bio Sociologische School

Merupakan ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya

kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam

keadaan masyarakat.

4. Psikologi Kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala kejiwaan

penjahat dan lingkungannya, sebab-sebab timbulnya gejala itu dan apa

arti hukuman terhadap para penjahat. Ilmu pengetahuan ini masih
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tumbuh perkembangan dari ilmu yang bersifat specialities yang tumbuh

dari penelitian yang berlanjut dari psikologi, misalnya:

a. Educational Psychology, yang memusatkan perhatiannya pada

banyak aspek dari pengajaran dan sistem pendidikan.

b. Occupational Psychology, merupakan aplikasi dari teori psikologi

dan keahlian dalam bidang organisasi, bisnis, ketatalaksanaan.

c. Clinical Psychology, merupakan perluasan dari abnormal

psychology.

5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Merupakan ilmu yang mempelajari mengenai penjahat yang memiliki

gangguan jiwa. Banyak pelaku kejahatan dengan kekerasan tampaknya

memiliki cacat dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya

self-control.

6. Penologi

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya

hukuman4.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah

tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu

perilaku yang melawan norma hukum dan norma agama, serta dapat

membahayakan kehidupan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan yang

4 Ibid, hlm. 5-11.
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menjadi sasaran pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti

dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana

tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu terdapat

dalam buku ke II bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni

dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP5. Bentuk kejahatan terhadap

hilangnya nyawa seseorang disebabkan adanya unsur kesengajaan dalam

pembunuhan baik itu dilakukan secara sengaja biasa maupun sengaja yang

direncanakan.

Lambroso ketika melakukan penelitian dengan sejumlah Narapidana

di Italia cenderung mengatakan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang

memiliki ciri-ciri fisik tertentu, misalnya memiliki wajah yang menakutkan

dan memiliki tubuh yang besar. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka

seseorang dapat dikatakan sebagai seorang penjahat6. Tingkat kriminalitas

yang terjadi di Indonesia tentunya mengalami peningkatan yang signifikan,

ditambah dengan pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia

serta kelumpuhan ekonomi seluruh masyarakat yang terkena dampaknya.

Kondisi ekonomi ini yang membuat orang menderita sehingga memutuskan

untuk mendapat uang dengan cara melanggar hukum seperti melakukan

6 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung: CV
Anugrah Utama Raharja, hlm. 112.

5 Corina Hidayah dan Eko Soponyono, 2014, “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk”, Jurnal Law Reform, Vol.
9 No. 02, hlm. 2.
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pembunuhan, pencurian, penipuan. Berbagai kasus kejahatan memang

kebanyakan yang melakukan adalah kaum pria, namun tidak menutup

kemungkinan bahwa kaum perempuan juga dapat melakukan tindak kriminal,

jika dibandingkan dengan kaum pria, kaum perempuan memiliki jumlah

tingkat kriminalitas yang lebih rendah daripada tingkat kriminalitas yang

dilakukan oleh kaum pria.

Salah satu kasus kriminal yang sangat sering terjadi adalah kasus

penghilangan nyawa seseorang atau pembunuhan. Maraknya kasus

pembunuhan yang terjadi dapat disebabkan oleh motif-motif tertentu seperti

perampokan, perselisihan, pemerkosaan, pembagian harta warisan, balas

dendam dan perasaan cemburu. Lingkungan yang kurang baik, tingkat

pendidikan yang rendah, perekonomian yang buruk juga menjadi salah satu

penyebab seseorang melakukan pembunuhan7. Pembunuhan biasanya

dilakukan oleh kaum pria, namun tidak menutup kemungkinan kaum

perempuan dapat melakukan pembunuhan, bahkan berdasarkan dari berbagai

informasi dari berbagai media, ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh

perempuan lebih kejam dibanding pembunuhan yang dilakukan oleh kaum

pria. Berdasarkan pengalaman sehari-hari, bahwa diketahui orang yang

dipidana itu sebagian besar adalah kaum pria, hanya sebagian perempuan

yang masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Tempat-tempat

7 I Dewa Gede Udayana Putra dan Hartanti, 2020, “Dinamika Psikologis yang Mendorong
Seseorang Melakukan Pembunuhan: Studi Kasus Pada Narapidana dengan Kasus Pembunuhan
Berencana di Lembaga Pemasyarakatan X”, Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Jember, Vol. 16 No. 1, hlm. 100.
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penahanan di kantor polisi dan rumah-rumah penjara sebagian besar dibangun

untuk Narapidana pria.

Banyaknya tingkat kriminalitas, perlu adanya peran dari penegak

hukum untuk menangani kasus kriminalitas, khususnya tindak pidana

pembunuhan. Penegakan hukum akan diawali dengan proses penyelidikan

yang dilakukan oleh pihak kepolisian, setelah itu melalui proses persidangan

di Pengadilan, dan sebagai lembaga penegak hukum yang terakhir adalah di

Lembaga Pemasyarakatan. Peran dari Lembaga Pemasyarakatan sangat

diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki Sistem Pemasyarakatan yang dapat

dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”8

Seperti yang tercantum dalam Pasal tersebut, dapat disimpulkan

bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan Warga

Binaan Pemasyarakatan agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai

anggota masyarakat yang bebas dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan juga berperan untuk membina dan merehabilitasi

Narapidana yang telah menjalani hukuman agar selanjutnya dapat kembali ke

jalan yang benar dan dapat diterima sebagai masyarakat yang dapat

8 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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bertanggung jawab untuk negara9. Pembinaan sangat penting dilakukan untuk

membina mental dan psikis para Warga Binaan. Pembinaan yang dilakukan di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda

dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan lebih banyak diberikan keterampilan, misalnya menyulam,

memasak, dan menjahit yang identik dengan pekerja ibu rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memberikan cuti haid bagi Warga

Binaannya yang mengalami menstruasi. Narapidana wanita dalam melakukan

pekerjaan diberikan relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan pekerjaan

yang dilakukan oleh Narapidana laki-laki10.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Penulis

tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “KAJIAN KRIMINOLOGIS

MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG

DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN BESERTA UPAYA

PEMBINAANNYA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka

rumusan masalah sebagai berikut:

10 Suherman, 2017, “Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Dompu”, Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 7 No. 01, hlm. 56.

9 Ferdy Saputra, 2020, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum
Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. VIII No.
01, hlm. 6-7.
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1. Bagaimana motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A

Semarang?

2. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II A Semarang agar Perempuan Warga Binaan dapat

memperbaiki kehidupannya setelah menjalani sanksi pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui tentang motif Perempuan melakukan tindak pidana

pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A

Semarang.

2. Untuk mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang agar Perempuan Warga

Binaan dapat memperbaiki kehidupannya setelah menjalani sanksi pidana.

D. Manfaat Penelitian
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Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka

manfaat penelitian ini adalah:

1. Segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

pengembangan ilmu hukum pidana dan menambah pengetahuan bagi

mahasiswa/mahasiswi Penstudi hukum tentang motif Perempuan

melakukan tindak pidana pembunuhan.

2. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam

memberikan upaya pembinaan bagi Perempuan Warga Binaan dan

diharapkan dapat memberi wawasan untuk lebih tegas dalam mengadili

para terpidana supaya pelaku pembunuhan mengalami efek jera dan tidak

mengulangi perbuatannya serta pelaku dapat kembali menjalankan

tugasnya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu cara untuk

memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan

dengan menggunakan metode ilmiah11.

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan

pada sistematika, metode, dan pemikiran khusus, yang memiliki fungsi

untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisanya12. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian

12 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

11 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Depok: Prenadamedia Group, hlm. 3.
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ini adalah metode kualitatif, metode ini lebih menekankan kepada

Penulis untuk dapat menjelaskan alasan-alasan subjektif tentang

pemilihan objek/subjek yang ditelitinya secara spesifik dengan

batasan-batasan yang cukup jelas. Batasan tersebut misalnya, kekhususan

objek/subjek penelitian13.

Pendekatan secara kualitatif dapat digunakan untuk melihat dan

mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya

dan berguna untuk mencari suatu makna atau pemahaman yang

mendalam mengenai sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam

bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian secara

nyata14. Bentuk data kualitatif dalam penelitian ini dapat berupa motif

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Perempuan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan upaya pembinaan

yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A

Semarang agar Perempuan Warga Binaan dapat memperbaiki

kehidupannya setelah menjalani sanksi pidana. Data kualitatif dapat

diperoleh dari hasil wawancara, sehingga metode pendekatan yang tepat

adalah metode kualitatif.

Metode pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan dalam

penelitian ini, karena hasil perolehan data yang dikumpulkan oleh

Peneliti dapat berupa data yang bersifat deskriptif atau menggambarkan

14 Muri Yusuf, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta:
PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 33.

13 Petrus Soerjowinoto dkk., 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 9.
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suatu persoalan yang diteliti. Terkait penelitian ini, data yang digunakan

Peneliti yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penelitian serta hasil wawancara dari Narasumber yang dipilih yakni

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan

Perempuan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan

data yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan, dokumen dan

catatan lapangan. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini bertujuan

untuk menggambarkan serta mencari informasi terkait motif Perempuan

melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II A Semarang dan upaya pembinaan yang dilakukan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Berdasarkan

hasil deskripsi tersebut, akan dilakukan analisis dengan menggunakan

literatur-literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait,

yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan motif tindak

pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Perempuan dan upaya

pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

II A Semarang agar Perempuan Warga Binaan dapat memperbaiki

kehidupannya setelah menjalani sanksi pidana.

3. Objek Penelitian
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Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai motif

pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Perempuan

beserta upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

II A Semarang.

Adapun elemen penelitiannya yaitu: Perempuan yang melakukan

tindak pidana pembunuhan; Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II A Semarang yang akan memberikan informasi

terkait penelitian; berkas-berkas kasus tindak pidana pembunuhan yang

dilakukan oleh Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II A Semarang dan upaya pembinaannya yang tersimpan atau

terdokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A

Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti yaitu dengan

menggunakan berbagai instrumen penelitian, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan segala

informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek

penelitian dari literatur-literatur hukum dan peraturan

perundang-undangan. Studi kepustakaan bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisi

mengenai aturan hukum yang resmi dibuat lembaga negara.

Bahan hukum primer terdiri dari:
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

c) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:

M.02-PK.040.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini dapat berupa

pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur

hukum dan segala informasi yang diperoleh dari hasil

penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum dapat digunakan untuk

memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat
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berupa kamus-kamus hukum, berita dari internet yang dapat

digunakan Peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat

diartikan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan

sumber informasi atau orang yang diwawancarai15. Wawancara

dilakukan secara langsung antara Peneliti dengan Narasumber.

Narasumber yang dipilih adalah 3 (tiga) orang Perempuan Warga

Binaan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan pihak dari

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang ikut

serta dalam proses pembinaan Perempuan Warga Binaan yang dapat

memberikan respon terkait pertanyaan yang akan diajukan oleh

Peneliti.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh Peneliti terbagi menjadi dua, yaitu studi

kepustakaan dan wawancara. Menjawab pertanyaan terkait dengan

penelitian ini, Peneliti perlu mengolah data terlebih dahulu agar menjadi

penelitian yang sempurna.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Perempuan

sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan serta pihak dari Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan yang ikut serta dalam proses pembinaan

15 Muri Yusuf, Op.Cit, hlm. 152.
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Perempuan Warga Binaan perlu diolah yang kemudian akan disajikan.

Penulis akan memilih data yang relevan dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian, sedangkan data yang tidak relevan akan

diabaikan dan setelah proses pengolahan data selesai akan dilakukan

proses editing, kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya akan

dianalisis.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dalam

metode ini Penulis secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir,

interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka

teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data16.

Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara dengan Narasumber,

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan segala informasi yang

diperoleh dari hasil penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan

masalah yang diangkat dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan ilmiah harus dilakukan secara terstruktur dan

jelas. Adapun sistematika penyusunan proposal skripsi ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan Latar Belakang,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.

16 Petrus Soerjowinoto dkk, Op.Cit, hlm. 10.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan teori-teori

sebagai berikut: Teori Kriminologi, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana

(Delik), Tindak Pidana Pembunuhan, Teori Pemidanaan, Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan, dan Pembinaan Narapidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini

membahas mengenai motif pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan

oleh Perempuan beserta upaya pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan kelas II A Semarang.

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari dua rumusan

masalah yang dikemukakan dalam Bab III dan berisi saran-saran yang

diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak.
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